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MOTTO 

 
 

Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat." -Q.S Al Baqarah: 45 
 
 
 

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan." -Q.S Al Insyirah: 5-6 

 
 

Man jadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai 

tujuannya) 

 

 
Ijhad walaa taksal wa laa takun ghoofilan fa nadaamatu al 'uqbaa liman 

yatakaasal. (Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan 

pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan) 

 
 
 

"Aturan lima untuk lima. Jika suatu hal tidak akan berguna untukmu dalam lima 

tahun ke depan, jangan menghabiskan waktu lebih dari lima menit mengurusi hal 

itu." 

 
 

"Keberanian adalah kunci yang membuka pintu mimpimu." 
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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 
PENGGUNA APLIKASI ORDER KUOTA PADA TRANSAKSI YANG 

TIDAK SESUAI PEMESANAN 
 

 
ADYAN FEBRI BILQISTY 

NPM. 2174201011 

 
Teknologi yang semakin pesat di dunia membuat laju perekonomian berbasis 
teknologi digital juga mulai lahir dan berkembang. Kehadiran ekonomi digital 
memberikan peluang dalam pertumbuhan ekonomi negara termasuk Indonesia. 
Di era digital, ekonomi berbasis teknologi semakin berkembang, memudahkan 
transaksi melalui aplikasi. Namun, kemudahan ini juga menyimpan potensi 
permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan 
konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan bagi 
pengguna aplikasi Order Kuota dalam transaksi elektronik yang tidak sesuai 
dengan pesanan (wanprestasi). Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan 
yuridis-empiris, mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli melalui 
aplikasi Order Kuota harus memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata, yaitu 
adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. 
Namun, banyak konsumen mengalami ketidaksesuaian antara kuota yang 
diterima dan yang dipesan. Hal ini melanggar hak konsumen yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non- 
litigasi, dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai 
mediator. Dari penelitian ini, diharapkan agar pemerintah meningkatkan 
pengawasan terhadap transaksi elektronik dan memberikan edukasi kepada 
konsumen mengenai hak-hak mereka. Selain itu, perlindungan hukum yang 
lebih baik diperlukan untuk mencegah kerugian konsumen dalam transaksi 
online, khususnya terkait praktik kecurangan oleh pelaku usaha. Penelitian ini 
diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum terkait 
perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik serta menjadi 
referensi bagi akademisi dan praktisi hukum. 

 

 
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Upaya Hukum 
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ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION FOR USERS OF THE 
QUOTA ORDER APPLICATION IN TRANSACTIONS THAT DO NOT 

MATCH THE ORDER 
 

 
ADYAN FEBRI BILQISTY 

NPM. 2174201011 

 
The increasingly rapid technology in the world has made the pace of the digital 
technology-based economy also begin to emerge and develop. The presence of 
the digital economy provides opportunities for economic growth in countries 
including Indonesia.In the digital era, technology-based economy is 
increasingly developing, facilitating transactions through applications. 
However, this convenience also has the potential for legal problems, especially 
related to the validity of agreements and consumer protection. This study aims 
to analyze the protection for users of the Order Quota application in electronic 
transactions that do not match the order (default). This thesis research uses a 
juridical-empirical approach, collecting data from observations, interviews, and 
literature studies. The results of the study indicate that the sale and purchase 
agreement through the Order Quota application must meet the valid 
requirements according to the Civil Code, namely the existence of an agreement, 
the competence of the parties, certain objects, and lawful causes. However, 
many consumers experience a discrepancy between the quota received and the 
one ordered. This violates consumer rights as regulated in Law Number 8 of 
1999 concerning Consumer Protection. Dispute resolution can be done through 
litigation or non-litigation, with the Consumer Dispute Resolution Agency 
(BPSK) as a mediator. From this study, it is hoped that the government will 
increase supervision of electronic transactions and provide education to 
consumers about their rights. In addition, better legal protection is needed to 
prevent consumer losses in online transactions, especially related to fraudulent 
practices by business actors. This research is expected to contribute to the 
development of legal thinking related to consumer protection in the context of 
electronic transactions and become a reference for academics and legal 
practitioners. 

 
 

Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, Legal Remedies 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin pesat di 

dunia membuat laju perekonomian berbasis teknologi digital juga mulai lahir 

dan berkembang. Kehadiran ekonomi digital memberikan peluang dalam 

pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ekonomi digital memudahkan aktivitas 

seseorang di tengah kesibukan mereka untuk bertransaksi, yang sebelumnya 

dilakukan secara langsung kini bergeser ke platform digital, yang menawarkan 

kemudahan, cepat dan praktis. Bahkan dapat melakukan transaksi hanya dengan 

menggunakan smartphone dan internet di rumah atau dimana saja. Kemajuan 

ekonomi digital di Indonesia didukung dengan lahirnya inovasi layanan 

pembelian kuota online berbentuk aplikasi dengan nama aplikasi order kuota. 

Cara menggunakan layanan ini juga sudah sangat mudah dan praktis, 

setiap pembeli dapat mengunduhnya melalui play store. Setelah itu, pengguna 

aplikasi ini akan diarahkan untuk membuat akun dengan menggunakan email. 

Jika sudah ada akun dan melewati persetujuan syarat dan ketentuan, selanjutnya 

si pengguna layanan aplikasi ini akan disebut sebagai konsumen jika melakukan 

transaksi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memilih paket kuota dan 

melakukan pembayaran secara online tanpa harus pergi ke gerai fisik. Proses 

pembayaran dibuat praktis dengan berbagai metode, seperti transfer bank dan e- 

wallet, serta notifikasi yang mengingatkan pengguna tentang batas waktu 

penggunaan kuota. 

1
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System pembayaran non-tunai ini sangat dekat korelasinya dengan 

transaksi elektronik. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat 

potensi permasalahan hukum yang dapat merugikan pengguna. Salah satu 

permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian kuota yang diterima 

dengan pesanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian 

yang menjadi dasar transaksi tersebut, terutama jika dilihat dari sudut pandang 

hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu agar dianggap sah dan mengikat secara hukum, yaitu adanya 

kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan (sudah 

berusia 21 tahun menurut KUHPer), suatu hal tertentu sebagai objek, dan sebab 

yang halal. 

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut dapat dianggap tidak sah, yang berimplikasi pada tidak adanya 

kewajiban hukum bagi para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Selain itu, 

terdapat beberapa asas perjanjian yang harus diperhatikan dalam praktek jua-beli 

online, diantaranya1: 

1. Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak secara yuridis 

juga ditekankan kembali dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), 

yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 

 

1 Ibid, hlm.9. 
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2. Kesepakatan/Konsensualisme. Syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagai implementasi syarat subjektif yang harus terpenuhi, 

mengenai syarat subjektif ini juga dijelaskan pada penjelasan Pasal 

1320 KUHPerdata. 

3. Pacta Sun Servanda/Kepastian Hukum. Hal ini juga dijelaskan pada 

pada KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

4. Itikad Baik/Goodwill. Itikad baik juga merupakan asas penting yang 

harus diperhatikan dalam diri seorang yang melakukan perjanjian. 

Dalam hal ini penting untuk dikaji lagi mengenai perjanjian yang ada 

antara pihak pengguna aplikasi dengan pihak penyedia layanan aplikasi. 

Sebagaimana yang kita ketahui dalam hukum perdata, hubungan hukum antara 

pengguna aplikasi dan penyedia layanan diatur melalui perjanjian elektronik 

yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum terkait 

perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. 

Praktek jual-beli secara daring telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 

2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut 

dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 
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lainnya2. UU ITE bertujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia selalu 

bersih, sehat, beretika, dan produktif . Pengertian dari transaksi elektronik itu 

sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: 

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik 

lainnya” 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada layanan pengaduan 

yang disediakan oleh aplikasi Order Kuota ini, masalah paling umum yang 

dilaporkan oleh pengguna adalah ketidaksesuaian antara pesanan dan produk 

yang diterima. Misalnya, pengguna beberapa kali menerima kuota yang tidak 

sesuai dengan yang dipesan, baik dari segi jangka waktu, maupun isi kuota. 

Sebagaimana yang kita ketahui, penyedia layanan aplikasi sering kali 

memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk menciptakan syarat dan 

ketentuan yang cenderung menguntungkan mereka, tanpa memberikan ruang 

negosiasi kepada pengguna. Permasalahan ini semakin kompleks ketika 

pengguna yang dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang 

memadai. 

 
 
 

 

2 Sapriandi Tanjung,“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu”, Panji 
Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h.10. 
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Padahal, sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen, setiap 

konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, barang atau jasa yang 

sesuai dengan pesanan, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Di sinilah 

pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi order kuota agar 

mereka tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis berbagai aspek perlindungan hukum yang ada, termasuk 

mekanisme perjanjian yang sah antara pengguna aplikasi sebagai konsumen 

dengan penyedia layanan aplikasi sebagai produsen. 

Berdasarkan hasil observasi, 5 (lima) dari 10 (sepuluh) orang 

diantaranya menyatakan bahwa mereka mengalami keluhan seperti beberapa hal 

yang dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul “ Tinjauan 

Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Order Kuota Pada 

Transaksi Yang Tidak Sesuai Pesanan “ menjadi penting untuk dikaji 

perlindungan hukumnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian dalam transaksi 

online dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan aplikasi order kuota. 

B. Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimanakah perjanjian yang sah menurut KUHPer, lalu apakah 

perjanjian dalam bertransaksi elektronik/online antara pengguna aplikasi 

dengan penyedia layanan aplikasi order kuota ini sah menurut KUHPer? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan atau upaya hukum yang dapat ditempuh 

oleh konsumen dalam transaksi elektronik/online yang tidak sesuai dengan 

pemesanan (wanprestasi) pada aplikasi order kuota? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah perjanjian yang sah menurut KUHPer, 

lalu apakah perjanjian dalam bertransaksi elektronik/online antara 

pengguna aplikasi dengan penyedia layanan aplikasi order kuota ini sah 

menurut KUHPer 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan atau upaya hukum yang 

dapat ditempuh oleh konsumen dalam transaksi elektronik/online yang tidak 

sesuai dengan pemesanan (wanprestasi) pada aplikasi order kuota 

 
 
 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan kiranya dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi 

suatu bentuk kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum 

dalam arti memperkuat dan menyempurnakan penelitian lain yang sudah 

ada terutama mengenai tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan 

konsumen terhadap perliaku pesanan yang tidak sesuai pada aplikasi 

Order Kuota, sehingga dapat menjadi suatu tambahan informasi dan 

pengetahuan bagi para akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammaadiyah Bengkulu. 

b) Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumber pengetahuan bagi para pembaca, terlebih diharapkan penelitian 
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ini juga dapat menjadi suatu saran dan masukan bagi pihak yang 

berwenang sehingga dapat meningkatkan kegiatan yang diselenggarakan 

menjadi lebih baik kedepannya serta menjadi manfaat bagi masyarakat 

luas khususnya para pengguna aplikasi Order Kuota baik mitra maupun 

konsumen. 


